
 

 

BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 
NOMOR  74  TAHUN 2017 

TENTANG 

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH   
KABUPATEN BANJAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 
Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, 

maka dipandang perlu untuk mengatur besaran Tunjangan 
Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kabupaten Banjar;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar; 

 
Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Berbas dan Bersih dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 
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  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang  
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 
Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2016 

tentang Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bajar Nomor 15); 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 

Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 9); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN 
KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BANJAR. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati  ini yang dimaksud dengan : 

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah. 

2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan 
DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua 

DPRD Kabupaten Banjar. 

3. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD 
Kabupaten Banjar. 

4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris 
DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar. 

5. Kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk 
menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan 
berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan 

komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD. 

6. Tunjangan komunikasi intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan 

untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD. 

7. Tunjangan reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses 
kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD. 

8. Kemampuan keuangan daerah sedang adalah kemampuan keuangan daerah 
berdasarkan besaran Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) 
sampai dengan Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar 

rupiah). 
 

BAB II 
RUANG LINGKUP PENGATURAN  

Bagian Pertama 

Umum 

Pasal 2 

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi : 

a. pengelompokan kemampuan keuangan daerah; 
b. besaran tunjangan komuniksi insentif ; dan  

c. besaran tunjangan reses. 
Bagian Kedua 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah  

Pasal 3 

(1) Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Banjar dikelompokkan kedalam 

kemampuan keuangan daerah sedang.  
 

(2) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif didasarkan kemampuan keuangan 

daerah sedang dengan ketentuan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang 
representasi ketua DPRD. 
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(3) Pemberian tunjangan reses di dasarkan pada kemampuan keuangan daerah 

sedang dengan ketentuan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang  
representasi ketua DPRD. 

Bagian Ketiga 

Besaran Tunjangan Komuniksi Insentif 

Pasal 4 

(1) Tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 
dibayarkan setiap bulan. 

(2) Besaran tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan sebesar Rp 10.500.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu 
rupiah). 

Bagian Keempat 

Besaran Tunjangan Reses  

Pasal 5 

(1) Tunjangan reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan setiap 
melaksanakan reses. 

(2) Besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

sebesar Rp 10.500.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu rupiah). 

 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.       

  Ditetapkan di Martapura 
          pada tanggal 15 Nopember 2017                

       BUPATI BANJAR, 
 

Ttd  

 
            H. KHALILURRAHMAN 

Diundangkan di Martapura 

pada tanggal 15 Nopember 2017          

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

 
                          

                         Ttd 

 
                H. NASRUN SYAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 74 

 
 

 
 

 


